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ABSTRACT

The demand for notary competence in mastering shari'ah laws relating to the
development of sharia economics aims so that notaries can cover all activities and
make sharia aqad in the form of notarial deeds that are truly in accordance with
the principles of shari'a Ah. The problem in this study is how is the legal certainty
of a notary deed in making aqad shari'ah in financing Murabahah at a Sharia Bank
made in the form of a notarial deed in terms of the Notary Position Act? How is the
notary's ability to formulate the substance of the agreement based on the aqad of
sharia in the city of Banda Aceh? How are the notary's obstacles and constraints
in making aqad shari'ah in the form of a notary deed?. This type of research is
empirical juridical research, while the nature of the study is descriptive analysis.
The research data consisted of bersumbed data from primary and secondary data.
The data analysis used in this study is qualitative data analysis.Based on the results
of the study, the legal certainty of a notary deed in making aqad shari'ah can be
said to have no legal certainty. Where the notarial deed is made on the financing
aqgad at the shari'ah bank, by the notary usually included the lafaz
"Bismillahirrohmanirrohim". The inclusion of lafaz is not in accordance with the
standard provisions in making a notarial deed as regulated in Article 38 of the
Notary Position Law. The notary's ability in formulating the substance of the
agreement in making a notarial deed in the murabahah financing agreement in
sharia banking in Banda Aceh city is still inadequate, considering that most
notaries do not have scientific competence in the field of shari'ah because they do
not study syari'ah contracts in a manner specifically when attending the notary
master's education. The notary obstacles in making aqad shari'ah in the form of a
notary deed are influenced by three factors, namely the substance of the law, legal
structure and legal culture.
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I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syari’ah di Indonesia yang terus mengalami kemajuan
begitu pesat, lebih-lebih setelah berdirinya beberapa lembaga keuangan yang
berbasis syari’ah, seperti perbankan syari’ah, asuransi syari’ah, pasar modal
syari’ah, hingga hotel syari’ah dan lain sebagainya. Menuntut peran notaris dalam
pembuatan akta-akta pada setiap kegiatan ekononomi syari’ah, khususnya dalam
pembuatan perjanjian (aqad) syari’ah.
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Tuntutan terhadap peran notaris dalam perkembangan ekonomi syari’ah, maka
notaris dalam menjalankan perannya tersebut haruslah mempunyai kompetensi
keilmuan di bidang syari’ah, khususnya mengenai aqad-agad yang terbentuk dalam
setiap produk yang berkembang dalam ekonomi syari’ah, terutama produk-produk
yang ditawarkan oleh perbankan syari’ah.

Tuntutan terhadap kompetensi notaris dalam menguasai hukum-hukum
syari’ah yang berkenaan dengan perkembangan ekonomi syari’ah bertujuan agar
notaris dapat mencover seluruh aktivitas dan membuat agad-aqad syari’ah dalam
bentuk akta notaris benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah. Namun,
sangat disayangkan hingga saat ini belum ada notaris yang bersedia menyatakan
dirinya sebagai notaris syari’ah, sementara notaris tersebut dalam prakteknya telah
membuat agad syari’ah dalam bentuk akta notaris.

Dilihat dari aspek keilmuan, pada sebagian besar universitas yang membuka
program Magister Kenotariatan belum ada yang memasukkan pembahasan
ekonomi syari’ah sebagai kurikulum mata kuliah wajib yang harus diperoleh
mahasiswa magister kenotariatan.! Padahal, peran notaris dalam pembuatan akta
pada aqad perbankan syari’ah menuntut adanya pemahaman dari setiap notaris
terhadap hukum syari’ah.

Menurut Aidil, bahwa wacana untuk membentuk notaris syari’ah adalah
penting, mengingat perkembangan ekonomi syari’ah yang begitu pesat dalam
perekonomian syari’ah di Indonesia, khususnya perbankan syari’ah. Eksistensi
perbankan syari’ah di Indonesia saat ini tampak semakin dan menunjukkan
perkembangan yang menggembirakan.? Aidil menjelaskan, urgensi keberadaan
notaris syari’ah setidaknya didasarkan pada beberapa alasan berikut:?

1. Hampir sebagian besar notaris yang ada saat ini tidak (atau belum) mengerti
aspek teoritis dan praktik hukum bisnis syari’ah apalagi sebagain besar
mereka berlatar belakang pendidikan sarjana hukum (S. H) dan magister
kenotariatan (M. Kn);

2. Aspek hukum bisnis syari’ah banyak memilki perbedaan dengan bisnis
konvensional, baik dari aspek filosofis maupun aspek teknis agad
kontraknya;

3. Dalam praktik di lembaga keuangan syari’ah, khususnya perbankan masih
banyak ditemukan adanya pembuatan kontrak bisnis syari’ah yang
melanggar ketentuan aturan-aturan syari’ah, di antaranya, karena notaris
yang menanganinya hanya berfungsi melegalisasi kontrak, tidak
mengarahkan isi kontrak karena keterbatasannya;

4. Seiring dengan perluasan kompetensi peradilan agama untuk menyelesaikan
dispute yang terjadi di lembaga keuangan syari’ah maka diperlukan notaris-
notaris yang cakap dalam merumuskan aqad-aqad/kontrak-kontrak bisnis
syari’ah sehingga akan terwujud keseimbangan kemampuan (kompetensi)
antara berbagai profesi hukum yang pada gilirannya akan mempengaruhi
terhadap kualitas penegakan hukum Indonesia.

'Lihat, Kurikulum Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, periode tahun
2016-2017.

2Ustad Adil, 2011, Mengenal Notaris Syari’ah, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, h. 1.

3bid., h. 5-6.
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Selain kemampuan notaris dalam merumuskan agad-aqad syari’ah dalam
bentuk akta notaris, maka untuk mendukung kinerja dari para notaris dibutuhkan
pula dukungan instrumen hukum yang mengatur mengenai kewenangan notaris
dalam membuat aqad-aqgad syari’ah dalam bentuk akta notaris. Instrument hukum
yang mengatur tentang kewenangan notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
saat ini masih belum memadai untuk mendukung profesionalisme kinerja dalam
membuat agad ssyari’ah dalam bentuk akta notaris. Sebab, kewenangan notaris
dalam membuat akta notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
masih cenderung berbasis pada paradigma kontrak bisnis konvensional.

Pembuatan akta notaris oleh pejabat notaris secara yuridis mengacu pada
ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menentukan format baku
dan menjadi pedoman bagi notaris dalam membuat akta yang menjadi
kewenangannya. Dalam pembuatan kontrak atau agad-aqad syari’ah dalam bentuk
akta notaris oleh notaris diawali kalimat “Bismillahirrahmanirrahim”. Hal tersebut
tidaklah diatur dan tidak sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pembuatan akta notaris harus mengacu pada ketentuan Pasal 38 Undang-
Undang Jabatan Notaris, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat
berakibat akta notaris tersebut berkedudukan sebagai akta di bawah tangan.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang
menyebutkan: ‘“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan
pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila dihubungkan
dengan pembuatan agad syari’ah dalam bentuk notaris, seperti agad pada
“Perbankan Syari’ah”, maka telah terjadi kesenjangan antara yang seharusnya
dengan yang senyatanya (das sollen dan dassein) dari substansi hukum Undang-
Undang Jabatan Notaris. Pencatuman kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” dalam
agad perbankan syari’ah berasal dari hukum Islam (syari’ah).*

Permasalahannya adalah apakah akta di bidang perbankan syari’ah yang
didalamnya memuat istilah “Bismillahirrahminarrahim” hanya berstatus sebagai
aqad di bawah tangan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang-Undang
Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang
Jabatan Notaris, dapat dikatakan telah terjadi pertentangan hukum yang diatur
dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai pedoman notaris dalam membuat
akta dengan ketentuan hukum Islam.

II. METODE PENELITIAN

Sesuai tujuan penelitian ini, maka penelitian termasuk dalam penelitian yuridis
normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Dilihat dari sifatnya, maka
penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian ini bermaksud
menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam
bentuk teori maupun praktek dari hasil penelitian di lapangan.’® Penelitian ini
menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis mengenai kewenangan,

“Burhanuddin S., 2009, Hukum Kontrak Syariah, Y ogyakarta, BPFE- h. 190.
SThony Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang; Bayu
Publishing, h. 26.
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kemampuan dan hambatan notaris dalam membuat agad syari’ah dalam bentuk akta
notaris.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan,
yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conseptual approach). melalui pendekatan yuridis normatif dapat diketahui apakah
Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku saat ini telah mendukung pelaksnaan
tugas dan fungsi notaris dalam membuat agad syari’ah dalam bentuk akta notaris.
Pendekatan konseptual (conceptual approach) berawal dari doktrin- doktrin yang
berkembang dalam ilmu hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan, sedangkan
data sekunder data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan
melaksanakan penelitian kepustakaan (/ibrary reseacrh) dan penelitian lapangan
(field research). Pengumpulan data primer, dilakukan dengan melaksanakan
penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara terhadap beberapa orang
notaris yang telah ditentukan sebagai narasumber atau informan yang berada di
Kota Banda Aceh. Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan mengunjungi
perpustakaan guna mencari dan mengumpulkan referensi bahan-bahan hukum,
berupa buku-buku, majalah, skripsi, tesis, dan juga karya ilmiah lainnya serta
melakukan penelusuruan terhadap peraturan perundang-udangan, terutama berupa
arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori-teori, dalil atau
hukum-hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada
orang lain.

II1. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Kepastian Hukum Aqad Syari’ah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada
Bank Syari’ah Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris Ditinjau Dari
Undang-Undang Jabatan Notaris
Ketidakpastian hukum adalah suatu keadaan di mana antara das saein dan das
sollen atau apa yang diharapkan oleh undang-undang sebagai hukum positif tidak
sesuai dengan kenyataan. Sehubungan dengan kepastian hukum akta notaris dalam
pembuatan agad pembiayaan murbahah oleh notaris, maka ada beberapa hal perlu
menjadi perhatian, yaitu:
1. Ketidaksesuaian Format Akta Notaris Dalam Pembuatan Agad
Pembiayaan Murabahah Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris
Dasar hukum kewenangan notaris dalam membuat akta diatur dalam Pasal 15
ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan kewenangan Notaris,
yaitu:
Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-
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undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk

dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta,

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada
pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Sesuai substansi Pasal 15 ayat (1) yang mengatur mengenai kewenangan
Notaris, maka Notaris dapat membuat akta sepanjang diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh para pihak. Agad syari’ah tidak
diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi dapat dibuat oleh Notaris
karena kehendak para pihak. Oleh karena itu sangat dianjurkan jika aqad perbankan
syari’ah dibuat dalam bentuk akta autentik. Pembuatan akta autentik oleh Notaris
baik itu perintah dari peraturan perundang-undangan maupun kehendak para pihak,
seorang Notaris dalam pembuatan akta harus tetap berpegang pada Undang-Undang
Jabatan Notaris, khususnya Pasal 38, yang menentukan:

a. Akta Notaris terdiri atas:

1) Awal akta atau kepala akta;

2) Badan akta;dan

3) Akhir atau penutup akta.

b. Awal akta atau kepala akta memuat;

1) Judul akta;

2) Nomor akta;

3) Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun;dan

4) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

c. Badan Akta Memuat:

1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan,
jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang
mereka wakili;

2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;

3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang
berkepentingan;dan

4) Nama lengkap, tempat tanggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

d. Akhir atau penutup akta memuat:

1) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

2) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau
penerjemah akta jika ada;

3) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan
tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta;dan

4) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang dapat berupa penambahan,
pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur secara
jelas format yang harus diikuti dan diterapkan oleh seorang Notaris dalam
pembuatan akta autentik, baik itu agad syari’ah maupun akta yang tidak berbasis
syari’ah, namun dalam praktiknya masih ada kasus seorang Notaris dalam membuat
aqad syari’ah tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Pasal 38
Undang-Undang Jabatan Notaris.
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Pada agad syari’ah yang dibuat dalam akta notaris memuat tulisan
Bismiillahhirrohmanirrohim beserta artinya yang ditulis dalam bahasa arab. Hal ini
sangat tidak bersesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris,
khususnya Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris. Praktiknya, sebagian dari
Notaris ada yang tidak mencantumkan Lafaz Bismillahirrohmanrrihim pada bagian
awal akta. Namun, di pihak lain ada pula notaris yang mencantumkan lafaz
Bismillahhirrohmanirrohim kedalam akta yang dibuatnya.

Pencantuman Lafadh Bismillahhirrohmanirrohim ke dalam aqad syari’ah
tidak ada satupun peraturan yang mengaturnya, baik itu dalam hukum Islam
maupun hukum positif. Dengan demikian, seharusnya para Notaris dapat
menentukan  pilihan  apakah notaris tersebut mencantumkan lafadh
Bismillahhirrohmanirrohim ke dalam akta agad syari’ah pada pembuatan akta agad
syari’ah atau sama sekali tidak mencantumkannya sesuai dengan ketentuan Pasal
38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Ketidakseragaman dalam pembuatan agad syari’ah khususnya mengenai
pencamtuman lafadh Bismillahhirrohmanirrohim dalam pembuatan akta agad
syaiah telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang membuat
agad syari’ah, mengenai keabsahan dari akta notaris pada pembuatan agad
syari’ah. Sehingga hal ini dapat sekali dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak
bertanggung jawab, yang mana oknum-oknum tersebut sejak awal telah mengetahui
kelemahan dari akta notaril pada agad syari’ah tersebut. Hal ini tentunya sangat
merugikan Notaris itu sendiri dan juga para pihak yang membuat agad syari’ah
tersebut.

Pengaturan agad syari’ah diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang
Perbankan Syari’ah, yang berbunyi: “Aqad adalah kesepakatan tertulis antara Bank
Syari’ah atau UUS® dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi
masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari’ah”. Pengertian prinsip syari’ah
dapat dilihat dalam rumusan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perbankan Syari’ah,
yang menyebutkan: “Prinsip Syari’ah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan
perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari’ah”.

Sesuai penjelasan Undang-Undang Perbankan Syari’ah mengenai agad dan
prinsip syari’ah, tidak ada penjelasan ataupun ketentuan bahwa agad syari’ah yang
dibuat dalam bentuk akta Notaris harus mengandung atau didahului lafadh
Bismillahhirrohmanirrohim sebelum awal akta. Adapun yang dimaksud prinsip
syari’ah dalam pasal tersebut di atas adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan
perbankan yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiiki
kewenangan.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional baik itu tentang Murabahah
yaitu Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSNMUI/IV/ 2000 tentang

®Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah, menyebutkan : Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit
kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor
atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor
cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau
unit syariah.
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Murabahah, dan Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Agad Jual-Beli
Murabahah, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000
tentang ljarah, Nomor 112/DSNMUI/IXI/2017 tentang Agad ljarah, dan Fatwa
Dewan Syari’ah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-ljarah Al-
Muntahiyah Bi ALTamlik. Fatwa Dewan Syarian Nasional Nomor 07/DSN-
MUVI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Dari beberapa ketentuan
fatwa-fatwa tersebut tidak satupun terdapat ketentuan yang mengatur agar
dicantumkan lafadh Bismillahhirrohmanirrohim pada bagian sebelum awal akta.

Seyogyanya, dengan tidak adanya peraturan yang mengatur hal tersebut,
Notaris dapat menyeragamkan bentuk agad syari’ah dan bersepakat bahwa aqad
syari’ah tetap dibuat sesuai dengan peraturan yang termuat dalam Undang-Undang
Jabatan Notaris, khususnya dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris atau
sebaliknya harus mencantumkan lafadh Bismillahhirrohmanirrohim pada bagian
sebelum awal akta. Sehingga dilihat dari segi format akta notaris pada pembuatan
akta agad syariah yang dibuat oleh notaris terdapat keseragaman.

2. Ketidaksesuaian Aqad Akta Notaris dikarenakan substansinya

Pembuatan akta notaris pada agad pembiayaan syari’ah hal yang pentin untuk
diperhatikan adalah substansi dari akta yang dibuat oleh notaris. Hal ini
dikarenakan substansi akta yang dibuat notaris sangatlah menentukan ada tidaknya
unsur riba pada agad syariah yang akan dituangkan dalam akta notaris tersebut.
Dalam penjelasan Undang-Undang Perbankan Syari’ah bahwa prinsip perbankan
syari’ah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi.

Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai
bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip
bagi hasil, bank syari’ah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil
karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi resiko
yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan
nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi
nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja,
tetapi juga oleh pengelola modal.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa dalam agad syari’ah yang dibuat
dalam bentuk akta Notaris yaitu agad Murabahah, substansinya terdapat
ketidaksesuaian dengan ketentuan prinsip-prinsip syari’ah. Ketidaksesuaian
tersebut karena pada dasarnya para pihak telah menghendaki adanya fasilitas
pembiayaan murabahah, namun ketika agad tersebut sudah masuk ke dalam isi
terdapat Pasal yang berjudul “Pengakuan Hutang dan Penyerahan Barang
Jaminan”.

Diketahui bahwa premise menghendaki adanya fasilitas pembiayaan
murabahah, namun ketika masuk dalam isi perjanjian menjadi ‘“pengakuan
hutang”. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional
Nomor 04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, pada bagian ketentuan umum
bagian keempat Fatwa tersebut menjelaskan bahwa:

a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah

tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan
pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang

Jurnal Ilmiah METADATA, Volume 3 Nomor 1 Januari 2021 Page | 262



Jurnal lmiah Metadata, ISSN: 2723-7737, Vol .3 No. 1 edisi Januari 2021
. || Published: 01-01-2021, Pages 256-273

]
= DOI: https://doi.org/10.10101/metadata.v3il

tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk
menyelesaikan utangnya kepada bank;

b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum mas angsuran berakhir, ia
tidak wajib segera melunasi seluruh ansurannya;

c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus
menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Debitur dalam hal ini
tidak dibenarkan memperlambat pembayaran angsuran atau meminta
kerugian itu diperhitungkan”.

Sesuai penjelasan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional di atas, pada aqad
murabahah maka substansi dari agad tersebut bukanlah pengakuan hutang. Aqad
tersebut harus dituangkan dalam agad tersendiri. Untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan atau kerusakan agad tersebut, pihak bank dapat mengadakan
perjanjian khusus, bisa berupa surat sanggup ataupun dalam bentuk yang lain.

Dicantumkannya pengakuan hutang dalam aqad Murabahah, secara
substansial aqad tersebut telah melanggar ketentuan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dalam membuat pembuatan akta pada aqad
murabahah, seharusnya dibuat dalam dua akta, pertama perjanjian membeli barang
secara pembiayaan Murabahah dan kedua perjanjian utang-piutang untuk
mengangsur pembelian barang kepada pihak bank.

Berdasarkan ketentuan Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Murabahah, maka dalam pembuatan akta agad pembiayaan
murabahah haruslah dibuat dalam dua akta. Akta pertama terkait dengan kluasul
mengenai aqad pembiayaan murabahah, yang menjadi dasar melegalkan utang-
piutang diperbankan syari’ah melalui agad murabahah, semisal pembiayaan
murabahah, nasabah meminta pembiayan kepada bank satu unit mobil, dan bank
menyetujui permintaan nasabah dengan harga mobil sebesar Rp. 100.000.000
(seratus juta rupiah), dan bank mengambil keuntungan Rp. 20.000.000 (dua puluh
juta rupiah), maka nasabah membayar satu unit mobil dengan harga Rp.
120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan begitu aqad murabahah
selesai. Selanjutnya pada akta notaris yang kedua, berkenaan dengan akta perjanjian
utang-piutang, utang-piutang di sini sudah tidak ada kaitannya dengan murabahah,
yang mana isi perjanjian utang-piutang mengajukan pinjaman untuk pembelian satu
unit mobil sebesar harga mobil yang akan dibeli, hal ini lebih menyelamatkan dan
tidak menipu.

Jika ternyata pembuatan aqad murabahah oleh Notaris bertentangan dengan
Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,
maka jelas aqad tersebut juga telah bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah.
Hal ini sesuai fatwa MUI, bahwa produk-produk bank syari’ah yang dibenarkan
dan sesuai syari’ah, yaitu semisal Murabahah, dan Perbankan syari’ah harus
memperhatikan Fatwa DSN mengenai Murabahah.

Selain itu, dalam pembuatan akta pembiatan berdasarkan aqad murahabah,
maka jika bank syariah menerapkan aqad wakilah dengan mewakilkan pembelian
barang kepada nasabah, maka agad harus terlebih dahulu dibuat, baru kemudian
menyusul pembuatan aqad pembiayaan murahabah. Hal ini untuk memenuhi
syarat-syarat syariah dalam pembiayaan murahabah, yang mensyaratkan pihak
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bank harus memiliki barang atau benda yang menjadi objek dalam perjanjian
pembiayaan murahabah.

Mewujudkan kepastian hukum akta dalam pembuatan aqgad murahabah oleh
notaris, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Format akta, terkait pencantuman lafadh Bismillahhirrohmanirrohim pada
bagian sebelum awal akta harus terdapat keseragaman. Mengingat perjanjian
aqad pembiayaan murabahah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah,
maka sebaiknya pada bagian sebelum awal akta haruslah dicantumkan lafadh
Bismillahhirrohmanirrohim. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara agad
pembiayaan syariah dengan pembiayaan konvensional.

2. Pembuatan akta agad pembiayaan murabahah harus dipisahkan dengan akta
pengakuan hutang. Dengan kata lain, dalam pembiayaan murahabah harus
dibuat dalam dua akta, pertama akta aqad pembiayaan murabahah, selanjutnya
akta pengakuan hutang.

3. Dalam hal bank mewakilkan pembelian barang atau benda terhadap nasabah,
maka pembuatan akta wakilah harus terlebih dahulu dibuat dan setelah
pembelian tersebut terlaksana, barulah kemudian dapat dibuat akta agad
pembiayaan murabahah. Namun, dilihat dari segi praktis dan keamanan
perbankan, maka tidak dimungkinkan untuk membuat aqad wakilah, sebelum
terjadinya agad pembiayaan murabahah. Untuk mensiasati hal ini, maka bank
syariah tidak saja sebagai lembaga keuangan yang berfungsi melakukan
pembiayaan, melainkan juga dapat melakukan perdagangan. Misalnya, dalam
pembiayaan konsumtif pembelian kenderaan bermotor, maka bank syariah
dapat membuka usaha penjualan mobil syariah dengan membuka showroom
mobil syariah.

B. Kemampuan Notaris Dalam Merumuskan Substansi Perjanjian

Berdasarkan Aqad Syari’ah Di Kota Banda Aceh

Perjanjian dalam perbankan syari’ah dibuat dalam bentuk akta otentik oleh
pejabat notaris sebagaimana pada perbankan umumnya. Notaris sebagai pejabat
yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki pengetahuan yang luas
dalam bidang hukum, termasuk didalamnya mengenai pembiayaan perbankan
syari’ah dan juga mengenai bentuk dan isi dari akad yang akan dibuat.

Umumnya model akta akad pembiayaan murabahah di Bank Syari’ah yang
dibuat oleh pejabat notaris dan kerangka aktanya seperti yang disebutkan dalam
Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, namun mengenai isi dari tiap bagian
terdapat perbedaan dengan akta notariil yang dibuat dalam perjanjian kredit pada
perbankan konvensional. Karena pembiayaan pada perbankan syari’ah memiliki
perbedaan yang mendasar dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, maka
di dalam merumuskan akad-akad dalam perjanjian pembiayaan pada perbankan
syariah, khususnya dalam pembiayaan murabahah, maka seorang notaris dituntut
untuk memahami konsep akad murabahah yang sesuai dengan ketentuan syara’.

Menurut Adil dalam bukunya Mengenal Notaris Syari’ah, menjelaskan paling
tidak notaris dalam membuat akta akad murabahah harus mengetahui karakteristik
kontrak (akad) syari’ah, yang antara lain:

1. Pertama, syarat berlakunya akad (in igad)
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Syarat ini ada yang umum dan ada yang khusus. Syarat umum harus selalu ada
pada setiap akad, objek akad, dan shighah akad. Akad bukan pada sesuatu yang
diharamkan dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara syarat khusus
merupakan yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua
saksi pada akad nikah.

2. Kedua, syarat sahnya akad (shihah)
Syarat ini merupakan hal yang mesti secara syar’i agar akad berpengaruh,
seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat.

3. Ketiga, syarat terealisasinya akad (nafadz)
Nafadz ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak
menggunakannya) dan wilayah.

4. Keempat, syarat lazim

Seperti para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (ahliyah dan

wilayah), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak akan adanya

tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru, dan sebagainya.’

Pengikatan jaminan pada pembiayaan murabahah seyogyanya dilangsungkan
setelah terjadinya akad, artinya pengikatan jaminan baru ada setelah bank dan
nasabah sepakat dalam perikatan atau akad murabahah tersebut. Misalnya dalam
pengikatan hak fiducia pada pembiayaan murabahah, di sini peran yang dilakukan
oleh notaris adalah: membuat surat kuasa menjual atas objek jaminan.®

Pengikatan jaminan fidusia seyogyanya dilangsungkan dengan menggunakan
lembaga fidusia, dan harus didaftarkan ke lembaga fidusia. Untuk pengikatan
jaminan berupa tanah dan bangunan tentu harus menggunakan lembaga Hak
Tanggungan, namun untuk objek jaminan selain tanah yang banyak diterima oleh
pihak bank, seperti kendaraan bermotor harus diikat menggunakan lembaga
jaminan Fidusia.

Pada kenyataannya banyak jaminan yang seharusnya diikat dengan jaminan
fidusia, tetapi tidak diikat karena biaya pengikatan jaminan fidusia relatif besar
dibandingkan kredit yang diambil nasabah debitur. Karena itu Bank Indonesia
mengeluarkan kebijakan (sekalipun bersifat sementara) sebagai solusi dari
permasalahan tersebut. Di mana surat kuasa menjual atas objek jaminan tersebut
harus di-waarmerking oleh notaris dengan catatan bahwa hal tersebut tidak
menyebabkan Bank mempunyai hak-hak istimewa seperti: sifat eksekutorial dan
kedudukan preferen atas objek jaminan tersebut seperti halnya jika objek jaminan
tersebut diikat dengan jaminan Fidusia.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengikatan jaminan fidusia
tidak didaftarkan pada lembaga jaminan fidusia. Hal ini didasari pertimbangan
ekonomis, di mana pendaftaran fidusia mengeluarkan biaya yang tidak sedikit yang
tidak sebanding dengan nilai pembiayaan dan skim keuntungan. Untuk
mendaftarkan jaminan fidusia ke lembaga jaminan fidusia tidak sesuai antara biaya
(cost) yang harus dikeluarkan untuk operasional dengan jumlah pembiayaan dan
penerimaan keuntungan berdasarkan margin keuntungan yang disepakati pada akad
murabahah.

"Mohammad Daud Ali, Op.cit, h. 79-80.
8Hasil wawancara dengan Notaris Nila Wati, S.H, MKn pada tanggal 29 Februari 2020
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C. Hambatan Notaris Dalam Membuat Agad Syari’ah Dalam Bentuk Akta

Notaris

Menurut Notaris Nila Wati, S.H., MKn, selama ini hambatan yang dialami
notaris dalam membuat akta akad syari’ah pada produk perbankan syari’ah secara
umum adalah kurangnya pemahaman notaris terhadap konsep syari’ah itu sendiri.
Sebagai akibatnya, dalam pembuat akta dalam agad syari’ah, termasuk pada
pembiayaan murabahah muncul beberapa kendala, diantaranya:

1. Notaris sering mengalami kesulitan dalam menjelaskan kepada kliennya yang
juga nasabah bank tentang detail hak dan kewajiban klien dalam akad syari’ah
tersebut. Hal ini disebabkan notaris menerima mentah-mentah salinan format
akad dari bank syari’ah. Masih minim notaris yang menguasai bidang ilmu
kenotarisan syari’ah sehingga akan menghambat dalam proses drafting akad
yang dapat dibuat dengan baik.

2. Dalam hal pengikatan pembiayaan, terkadang notaris masih awam mengenai
akad-akad syari’ah, hak dan kewajiban secara syar’i penyesuaian pemenuhan
hukum syari’ah yang dipadukan dengan hukum positif.

3. Praktik perbankan syari’ah berlandaskan akad-akad syari’ah, tetapi hukum
yang berlaku di Indonesia masih hukum positif warisan Belanda. Dengan
demikian, dalam praktiknya banyak akad yang belum sepenuhnya terlaksana
tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN.’

Masih menurut Notaris Nila Wati, keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan, oleh
sebab itu penting bagi notaris untuk memahami konsep syari’ah yang bertalian
dengan pelaksanaan produk-produk syari’ah yang saat ini berkembang. Sebab,
perkembangan bisnis syari’ah yang saat ini terjadi tidak terlepas dari peranan
notaris sebagai pejabat publik pembuat akta yang diberikan kewenangan oleh
Undang-Undang.'”

Menyikapi masalah minimnya pengetahuan notaris dalam bidang ilmu
ekonomi syari’ah, menurut Notaris Nila Wati perlu untuk meningkatkan
kompetensi keilmuan bagi tiap-tiap notaris, khususnya bagi notaris yang fokus pada
pelayanan ekonomi syari’ah, seperti pada perbankan syari’ah. Oleh karena itu perlu
memasukkan kurikulum mata kuliah ekononmi syari’ah dan perbankan syari’ah
pada tiap-tiap program magister kenotariatan. Lebih lanjut, Notaris Nila Wati
mengatakan bahwa:

Pelatihan tentang akad syari’ah bagi notaris masih kurang memadai karena
waktunya terlalu singkat, rata-rata satu sampai dua hari. Padahal, bisnis
syari’ah bagi mereka merupakan ilmu baru dan memerlukan waktu yang tidak
sebentar untuk mempelajarinya di samping bahwa latar belakang pendidikan
mereka adalah mempelajari hukum-hukum konvensional atau materi-materi
yang berkaitan dengan notaris konvensional tanpa membahas tentang bisnis
syari’ah.!!

Setiap notaris yang akan menangani kontrak bisnis syari’ah, selain harus
memahami memahami hukum positif, juga harus memiliki pemahaman mengenai
figih muamalat. Demikian pula dengan lembaga perbankan syariah, dituntut untuk

°Hasil wawancara dengan Notaris Nila Wati, SE. SH, MKn pada tanggal 29 Februari 2020
1"Hasil wawancara dengan Notaris Nila Wati, S.H, MKn pada tanggal 29 Februari 2020.
'"Hasil wawancara dengan Notaris Nila Wati, S.H, MKn pada tanggal 29 Februari 2020,
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menguasai dasar-dasar perbankan syari’ah, penanganan nasabah bermasalah, best
practice syari’ah, serta dasar-dasar Kompilasi Hukum Islam, hukum peradilan
Islam, serta pemahaman tentang penyelesaian sengketa secara syari’ah.'?

Di samping masih kurangnya pemahaman notaris terhadap bidang ilmu
ekonomi dan perbankan syari’ah, masalah lain yang muncul adalah terkait dengan
aturan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional yang belum
terkodifikasi dalam satu aturan umum. Meskipun saat ini terdapat Kompilasi
Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), tetapi aturan mengenai penerapan aqad
syari’ah pada perbankan syari’ah masih terpisah-pisah dalam bentuk fatwa Dewas
Syari’ah Nasional.!?

Secara normatif, landasan hukum bagi notaris dalam pembuatan akta agad
syari’ah masih mengacu pada ketentuan hukum positif yang juga berlaku pada
sistem perbankan konvensional. Ketentuan baku pembuatan akta notaris diatur
dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, belum sejalan dengan konsep
pembuatan akta notaris pada agad syari’ah yang pada praktiknya mencantumkan
lafaz “Bismillahirrohmanirrohim”. Selain itu, perundang-undangan yang menjadi
landasan dalam pembuatan akta notaris dalam pembiayaan murabahah pada bank
syari’ah, sebagiannya masih mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku
pada bank konvensional.

Misalnya, di dalam pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT),
ketentuan baku mengenai pembuatan akta tersebu telah diatur dalam Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan pertanahan
Nasional Nomor 03 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mana dalam
ketentuan tersebut harus ditulis sebagai jaminan hutang, sedangkan pembiayaan
kepemilikan rumah melalui Bank syari’ah bukanlah sebagai hutang, namun sebagai
pembiayaan. Apabila dalam akta tersebut ditulis sebagai jaminan pembiayaan maka
APHT tersebut dapat di tolak oleh Badan Pertanahan Nasional tingkat Kabupaten
atau Kota karena tidak sesuai dengan peraturan, Oleh sebab itu, Notaris dan PPAT
yang terlibat dalam pembuatan akta pembiayaan kepemilikan rumah tersebut tidak
dapat berbuat banyak kecuali menaati peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
tersebut. '

Dipihak lain, kendala yang dialami notaris dalam pembuatan akta pada aqad
syari’ah adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman nasabah, banyak nasabah
yang belum dapat membedakan jenis-jenis akad syari’ah, seperti : jual-beli yaitu
murabahah, istisna, salam dengan akad bagi hasil yaitu mudharabah, musyarakah,
ataupun akad sewa menyewa yaitu ijaroh. Padahal dari ketiga jenis akad dalam
penyaluran dana yang dapat diterapkan pada bank syari’ah, terdapat perbedaan
secara prinsip. '’

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan notaris dalam
pembuatan akta dalam kontrak-kontrak (agad) syari’ah pada bank syari’ah terletak

12Hasil wawancara dengan Notaris Nila Wati, S.H, MKn pada tanggal 29 Februari 2020,
13Hasil wawancara dengan Notaris Nila Wati, S.H, MKn pada tanggal 29 Februari 2020,
“Hasil wawancara dengan Notaris Nila Wati, S.H, MKn pada tanggal 29 Februari 2020.
SHasil wawancara dengan Notaris Nila Wati, S.H, MKn pada tanggal 29 Februari 2020.
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pada sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.
Dilihat dari aspek sistem hukum, ketentuan hukum yang menjadi landasan bagi
notaris dalam pembuatan akta pada agad syari’ah sebagiannya masih mengacu pada
ketentuan hukum positif yang juga berlaku pada perbankan konvensional.
Sedangkan dilihat dari struktur hukum, notaris yang ada saat ini belum sepenuhnya
menguasai dan memahami konsep kontrak-kontrak syari’ah, bahkan belum ada satu
pun notaris yang berani menyatakan diri sebagai notaris syari’ah. Dari aspek
budaya hukum, dapat dikatakan bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat,
baik itu masyarakat dalam arti luas maupun nasabah debitur yang menerima
pembiayaan dari bank syari’ah menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan
akta pada agad syari’ah.

IV. KESIMPULAN

1.

Akta aqad syari’ah dalam pembiayaan Murabahah pada Bank Syari’ah yang
dibuat dalam bentuk akta notaris ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris,
dapat dikatakan belum memiliki kepastian hukum. Hal ini terkait dengan
ketentuan baku format pembuatan akta notaris yang diatur dalam Pasal 38
Undang-Undang Jabatan Notaris. Pembuatan akta notaris pada aqad
pembiayaan pada bank syari’ah, oleh notaris lazim dicantumkan lafaz
“Bismillahirrohmanirrohim”. Pencatuman lafaz tersebut dapat berakibat pada
timbulnya ketidakpastian hukum atas akta notaris yang dibuat pada atas aqad
tersebut, karena perubahan status akta menjadi akta di bawah tangan
sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Jabatan Notaris.
Sedangkan dilihat dari aspek prosedural dan substantif akta agad pembiayaan
murabahah yang dibuat notaris juga belum sesuai dengan prinsip syariah,
misalnya pembuatan aqad wakilah yang dibuat secara bersamaan dengan aqad
pembiayaan murabahah, di mana prinsip syariah mewajibkan terlebih terlebih
dahulu dibuat aqad wakilah, baru kemudian dapat dilakukan pembuatan agad
pembiayaan murabahah.

Kemampuan notaris didalam merumuskan substansi perjanjian dalam
pembuatan akta notaris pada agad perjanjian pembiayaan murabahah pada
perbankan syari’ah di kota Banda Aceh masih belum memadai, mengingat
sebagian besar notaris tidak memiliki kompetensi keilmuan dibidang syari’ah
karena tidak mempelajari kontrak-kontrak syari’ah secara khusus pada saat
mengikuti pendidikan magister kenotariatan.

Hambatan notaris dalam membuat agad syari’ah dalam bentuk akta notaris
dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu substansi hukum yang belum mendukung
pembuatan aqad syari’ah dalam bentuk akta notaris dikarenakan ketentuan
Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur format baku dalam
pembuatan akta notaris. Selain itu, dasar hukum dalam pembuatan akta notaris
masih mengacu pada ketentuan hukum positif pada ketentuan hukum positif,
misalnya pembuatan Akte Pembebanan Hak Tanggungan yang menentukan
premis dalam bentuk jaminan hutang, sedangkan agad yang terbentuk berupa
pembiayaan murabahah, tidak dalam bentuk hutang. Secara struktural,
hambatan notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta notaris
pada aqad pembiayaan murabahah adalah kurangnya pemahaman notaris
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terhadap kontrak-kontrak syari’ah. Demikian pula dengan budaya hukum
masyarakat yang masih kurang mengetahui konsep pembiayaan yang
ditawarkan oleh perbankan syari’ah, menjadi hambatan bagi notaris dalam
pembuatan akta notaris pada agad syari’ah.
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